LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

Tahun : 2001 Seri: C No: 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES

imbang : a. bahwa kewenangan Perindustrian, Perdagangan dan
Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang

Nomor 22 ‘Tahun 1999 menjadi kewenangan

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan
sehubungan dengan penataan kelembagaan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 maka
pengaturan mengenai Izin  Usaha Industri, Izin
Perluasan dan Tanda Daftar Industri perlu diadakan
pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes.

Dipindai dengan CamScanner
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Penyusunan Pengendalian  Dampak 7
Li;r;rlrfngml-ﬁduppndns-:imrindum m"'i\

16. Keputusan ~ Menteri  Perindustrian
148/MISK/7/1995 tentang Penctapan Jeyy 5
Komoditi Industri yang proses pmdul::_in_u,..
termasuk atau pun membahayakan bitghug,
serta tidak menggunakan Sumber Day Ay
secara berlebihan;

17. Surat Keputusan Menteri Dalam Negen Repug
Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 teating g,
dan Prosedur Administrasi Pajak Daerh g
pendapatan Lain-lain;

18. Keputusan Menteri Ferindustin g

an Republik  Indonesia Mgy,
S589/MPP/KEP/10/1999  tentang  Jesisjoy
Industri  dalam  Pembinaan  masing-mig,
Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pembeng
Izin Bidang Industri dan Perdagangn §
Lingkungan Departemen  Perindusing  dg
Perdagangan.

19. Keputusan ~ Menteri  Perindustrian  dy
Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomo
S90MPP/KEF/10/1999 tentang Ketenium do
Tata Cara Pemberian lzin Usaha Industri,
Perluasan dan Tanda Daftar [ndusin

20. Keputusan Menteri Perindustrion  ds
Perdagangan  Republik  Indopesia  Nome
TRMPP/KEF/A3/2001 tentang Pedoman Sunls
Pelayanan Minimal Bidang Perindustrisn o=
Perdagangan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tu:ghl_ﬂ
Brebes Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pemben®
Uang Perangsang Kepada Drinas-Dmas/5ane
Kerja yang mengelola Pendaputan Asli Daerd

22. Peraturan Daecrah Kabupaten Brebes Nowror 28 Tabun
2000 temtang Pembentukan Susunsn Orgasoasi dan
Tata Kerja Dimas Kabupaten Brebes,

23 Keputusan Dewan  Perwakilsn Bacyst Duerah
Kabupaten Brebes Nomor 12KpL DPRDAVIIL200]
tentang  Persetujuan Penetspan  Persturan  Daersh
Kabupaten Brebes tentang lzin Usaha Industri, [zin
Perluasan dan Tanda Dafizr Industr

Dengan Persetujuan
N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ERERES

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG [ZIN USAHA  INDUSTRI, [ZIN
PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRL

BAE 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |
*nituren Darah ini yang dimaksud dengan :
“hadshh Daerah Kabupaten Brebes;

Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes:
#adiloh Bupati Brebes:
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== 1=

goan Industri £ Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, termpat atan
i.l"'#' dengan batas-hatas tertentu yang di dalamnya dilakukan

::;gm Industri  pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang

d Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu 4 "
Perindustrian sesuai dengan Peraturan Perundang-undang,,
berkaku; N . .

a

e. Industri adalsh kegiatan ekovomi yang mengolah bahap o, %ﬁFm;“rnw""EPﬂmﬁF’ “rrﬁ:nmm::
bahan hakw, harang setengah jadi dan atau barang jadi ;. * A Jari dal p B hakan T barang
harang dengan milai yang lehih tinggi untuk penggun, B Iujunnj:kﬂsﬂpalr abean Indonesia lsinnya yang hasdnya
termasuk kegiatan rancang bangun perekayasaan industri, o .

f. Bidang usaha ndustni adalah lapangan kegiatan yang ttm-mm,
dengan cahang mdustr atau jends industri; "

B
g Perusahaan industri sdalah perusahaan yang melakukan keiey AB 11
bidang dustri yang dapat berbentuk perorangan, -, '
persckutuan dan atan hadan hukum yang berkedudukan g Ih: AKSUD DAN TUJUAN
Kabapaten Brebes; Pasal 2

h Jenis indusiri adalah seatu cobang idustn yang mempueyg
khusus yang sama dan stau hasilnya bersifat akhir dalam g,

i Komoditi industri adalsh suatu produksi akhir dalom ey
produksi dan merupakan bagian dan jenis produksi;

j Klasfikas Lapangan Usaha Indonesia (KLUD) adalsh kadh s
baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdopat di oo
dimakeudkan untuk menyediokan sate set kelompok-kelo ™
kegistan ekonomi di Indonesia agar dapat digunakam g
penyerapaman, pengumpulan, pengolahan dan penysn i
mesimg-masing kegiatan ekonom;

k. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah dokumen atau tands dés
yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam kelompok kds
Kecil dan diterfakulan sebagai Izin Usaha Industri;

L Izin Ussha Industri adalsh Izin yang wajib dimiliki pensde|
mdustri menengah dan besar untuk  melaksanakon  begee)
produksi komersial,

m Perluasan perusahaan mdustri yang selamjutnya disebug perks=
adalsh penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tigt |
prosen) dan kapasitas produksi yang diizinkan.

of dan tujuan  Peraturan Pemerintah Daéerash i adalah ik
bandasan bukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk -

g adanys  kepastian berusaha atau legalitss usiha terhadap
o milustri di Daerah; .

in pembinaan dan pengembangan ussha industri di Daerah;
sarana  mempermudah  pengembangan  usaha  bag

BAB III
FEMBERIAN [ZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
Pasal 3
¥ pendirian perusahaan industri wajib memperoleh lzin Usaha
4N yang selanjutnya disebut [UT;
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sl (st yang telab menmperaleh Izin Usabia Industry (00 [j

“ waktn X (oga)  bulan  terbotung  mulsd  tanggal

fem vealia Industr (U wagib mendafrarkan perusabaan
] |

2) Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industnn Kecil dig,
dari kewajiban memperoleh UL -

3) Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industni Keal seby,
dimaksud pada ayat (2) pasal inl meliputi semmun indusy o
nildi  investasi perusshaan  sclurubmya  sampai
Rp. 200,000.000,~ (dua ratus juta rupiah) tidak tenmask 1y,
hangunan tempat usaha;

4) Terhadap jenis industri tertentu sehagaimana dimaksud pey,
(3) pasal ini cukup dengan Tanda Daftar Industri yang sely
disebut TDI dan diberlakukan sebagai 1UL

o prmsip dhberikan  kepada  Perusshasn  Industri  urtuk
|,| i melakukan persapan-persapan dan usale pernhayaran,
penasangan  mstalasi  peralatan dan lanelen yang

L Prinsap bukan merupakan zm untuk melakukan produks
il

ula fodustrr (FUT) yang melalw Tabap Persetujuan Prinsp

 keplt Perusabzan Induseri yang telahi rremenull ketentoan
'_ ,,._u.J.mu.trl. yang berlaku antara lam [zin Lokasi, Undang-
. Ganppuan  ataw Analisis  Mengenai  Dampak Lmzkun"m
.-'| L), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantausn
:.\u- vz (UPL) dan telah selessi membangun pabrik dan sarana
Lk i serta telah siap berproduksi.

Pasal 4

1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok  induse;
‘scbagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) dengan nili
perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juts n,
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak divgy
memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusshag ,
bersangkutan;

2) Terhadap sermua jenis ndustri dalam kelompok mdusti
dengan nilai mvestasi perusahaan seluruhnya Rp. 5.000.000,
juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.- (dua raw
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usah,
memperokeh TDI;

3) Terhadap semmua jenis industri dengan nilai investasi
seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus jua
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu mlvard rupib) 3

termasuk tanah dan banpunan tempat usaha, wajh
UL,

Pasal 6

: Usaha Industri, [zin Perluasan dan Tanda Dafiar Industri (TDI)
1y selame 5 (lma) tahang

sndaan industri yang melakukan perluasan melebthi 30 % (riga
4 prosen) dari kapasitas produksi yang diizinkan sesum lzin Uszha
wan (IUT) yang wajibh memperoleh izin perluasan;

Pasal 7
Usaha Industri (JUI) dan Tanda Dafiar Indusin (TDI) dibenkan

& nosine-masing  industri sesual dengan  Klasifikasi Lapangan
“a lidonesia (KLUID;

O komoditi yang  belum  ditetapkan  Klasifikasi Lapangan Usaha
tesis (KLU ketentuan kewenangan pembenan zinnyz  berada
Bapati.

Persetujuan Prinsip atau tanpa melalui Tahap Persetujumn Pt
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Pasal & stukst komersial sehelum memenuhi segala persyaratan

W YRR berkatan dengan pembangunan pabrik dan sarana

{11 Bagi =ahaan mdusn vang v
i ]1:“: " : : I;"l.. ; . i rlﬂ.::;' nﬂl“ﬂm—l Lrlrnluﬂﬂ rtfﬂ.t“m‘n. Fm!-mﬂn‘sﬂ F“'E
a  Jenis industmi tidak tercantum poda Sueat 5 e— o~
Perimdus ) [ gl ¥ R F -
T omor VEUDAAYRS Sentaty P, w kan pembungunan pabrik dan sarana produksi selambat-

il

W 4 tempat) tahun terhitung mulai tanggal lzm Usaha
;,ﬂ"_m diterbitkannya;

" sepala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Swrat
ﬁ:‘; yang telah dibuatnys,

dan Komoditi Industri yang proses Produksinga Ty 'y, -
atay pun  Membahayakan  Lingkungan e,
mengeunakan Sumber Daya Alam secara Berlebibun

b Tidak herlokasi di kawasan imdustridB owasan Beria

memperoleh  lzin Usaha  Indestin (U hany,
Persetujuan Prinsip,
{2) Bagi perusahaan imndustni yang
A Berlokasi di Kawasan IndustrifKawasan Berikat y i

wm, untuk memperoleh UL dapar langsung dﬂ'.'urikﬁb"
melalui Tahap Persetujuan Prinsip setelah memenuty L:::
yang berlaku di Kawasan Industr/Kawasan Beriay
wajib membuat Surat Pernyataan;

qTI B
r‘ -

gurat Permyataan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in
A lir Model SP-1
[
., ypaan Surdt Permnyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di
= IndustriRawasan Berikat dipantau oleh perusahaon/pengelola
4:“” gdustri.

_tm:.mSurm Pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di

" awasan IndustrifKawasan Berikat dipantau oleh Bupati.

Permyataan merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dan Izn
o Industri (TUT) yang akan diberikan

h. Jenis industni yang tercantum pada Sura Keputusay 3.
Perindustrian  Nomor  [48MW/SKTMN1995  tentang o
Jenis dan Komoditi yang proses produksinys tidsk e,
atau pun membahayakan lingkungan senta tidak mengy
Sumber Daya Alarn secara berlebihan, yang berlokasi g o
atau di lwar Kawasan Industri‘Kowasan Berikat vang
tn, untuk memperoleh lzin Usaba Induad (U]
langsung diberikan tanpa melalui Tahap Persewjum P,
tetapi wajib membuat Surat Pernyataan. '

Pasal 10

Perbenitaluian  Persetujuan bagi perusahasan yang didirikan dalam

Penaparman Modal Asing atau Surat Persctujuan Penanaman Modal

adestri dalam rangka penanaman Modal Dalam Negeri yang berlokasi

Pasal Industri diberlakukan sebapai Izin Usaha Indwestri (TUT).

(1) Suret Pernyataan sehagaimana dimaksed dalam Pasal § api()
wajib memuat ketentuan mengenai kesedisan peruszham pé
antara lain untuk

Pasal 11

pemberian Izin Usaha Industn (TUT), Tzin Perluasan dan Tanda
idustri (TDI) berada pada Bupati.
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BAB 1V -' e Prinsip berluku selama jangka waktu 4 (empat) tahun
perc sejak tanggal diterbitkan;

: SAHA INDU il . o

TATA CARA PERMINTAAN IZIN U ST"Urr, o pelaksanakan  Persetujuan  Prinsip, perusahaan industri yang

MELALUI TAHAP PERSETUITUAN FRINSIp fﬂ“ﬁmm wajib  menyampaikan informasi  kepada Bupati atau

| yang mengeluarkan  persetujuan  prinsip fentang  kermajuan

el qnan pabrik dan sarana produksi setiop | (satu) tahun sekali

aﬂ';'gmmt pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan
e anakan Formulir Model Pm-T;

pujun prinsip batal dengun sendirinya apabila dalam jangka waktu
pore i-lambatnya 4 {empat) tahun tidak menyelesakan pembangunan
pil’ik‘m sarana produksi serta belum memperoleh [zin Usaba Industr;
gaci perusahaan industri yang Persetujuan Prinsip-nya batal dengan
piriya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini dapat

eopgukan kembali permintaan Persetujuan Prinsip yang barn dengan
ergpumakan Formmilir Model Pm-1.

Pasal 12

(1} Pengajuan permintaan persetujuan prinsip menggunakay, p o
Model Pim-I;

(2) Pengajuan permintaan [zin Usaha Industri (U1 el
Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pmeip

Pasal 13

(1) Permintazn persetujuan prinsip digjukan langsung okl o,

Pasal 14
kepada Bupati menggunakan Formulir Maodel Pro-T;

{2} Setelah Formulic Model Pm-1 diterima secara lengkap iy, Peusabann industrd yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya
Bupati selambat-lambatnya 14 {emmpat elasy  har I.;.;m b selesni serta telah Siﬂp berproduksi dan telah 'l.ﬂ:ti SeTIIA
memberikan perserujuan prinsip dengan menggunaka f-peevan - perundang-undangan  yang  berlaku,  wajib - mengajukan
Pi-I- intaan lzin Usaha Industri (IUI) dengan menggunakan Formulir

(3) Permimtaan Persetujuan Prinsip yvang diterine tetapi tds ko,
ataw belum benar Bupat selambar-lounbatnya T4 (empa ke ]
kerja wajih inenolak untuk memberikan persetujuean prinsnd £
menggunakan Formulir Pi-%T;

ir Pm-111 digjukan langsung oleh perusshasn industri kepada

nish Daerah  selambat-lambatnya 14 (empat belas) han kega
: : e ik dierimanya Formulir Pm-[10, telah mengedakan pemeriksaan ke
(4) Terhadap permmmtazn Persetujuan  Prinsip  yang tempt o 2 2 I
mdustrinyzs  termasuk  dalon bidang  usaha yang tenun "_I E:‘:k;ﬂ“&tm Sl s da
Penanaman Modal selambat-lambatnya 14 (eropar helas) k') F ’
Buputi wijib mengelearkan surat penolakan dengan mengs=-J= pemeriksaan ﬂFh'ﬂE“ilm dimaksud pada ayat (3) pasal ini dibuat
Formulir Fi-VI: 4 : &::m Pentnkr:n (BAP) dengan menggunakan Formulir Model
, el . dilaporkan kepada B i selambat- i i
(5} Perserujuan Prinsip dapat diubah sesuai dengan permisi® feg ktetahh:In;sai pnmﬁksuan?PMI lambatnya 7 (tujuh) hari
yang hersangkutan;
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g 5.

(S)Apabila pemerikeasn sctugarmana dimakesd syt (1) g o S—— .
tidak dilaksanakan, perusahasn yang herungbutan dﬂm." — pulipetin g “’t NN W a8 s
Surat Pernyataan sp herproduk u komerual kepada bopar, m prerdang anan patvie dan warana prodeko wtap | sats, teen

aqfmp famibar pada fanggpal J) Jooaen pels tater ey

(6) Sclambat-lambatnya 14 (cmpat belas) han kems deesg,
laporan hasil pemerikeasn schagammana dimaksed ayer (4, "
Sﬂﬁmyﬂmﬂ-gmtﬁTﬂHdljrﬁﬁlwﬂnh
wajih memberikan [zm Usaba Industn (TUT) dengan
Formulr Pi-lll atau mesundanya  dengan i-ﬂﬂillllu‘
dan sarana produksi dengan menggunakan Formmulir mode] Py

. wngganalat Formmuilie Meodel Pl

il peREEANg T Mrade]l Sp-VT terebat Jdalem jagha =akw
'ra.g.:::rf-‘-'n:r-l 4 fempat) tadmn sk deterbifeanys U7 bk

'._',,-ru-.i.m perhangunan pabrik den serama peoduin wra felem
o «Tua ketenfusn perurslsng-undangan ymg berlbs, 117

it J

o deogan wendamya.

o porsahaan industri yang Ulknya betal dengan sendemye

sgrmna dimaksud pada ayat (5) pesal m depw meepamkas

BAB ¥V ol permmtaan [UT Sp-I dan Daftar Isian Foowir Sp-1l

TATA CARA PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTY
((TUD) TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIp

Pasal 15
(1) Peogajuan permintzan Izin Usaha Industi (TUD)
Formubir Sp-1 dan Formmulir Model Sp-11;

(2) Pengajuan permentasn [zin Perluasan menggunakan
Model Sp-1T1

BAE VI

TATA CARA PERMINTAAN [ZIN PERLUASAN

Pasal 17

Pasal 16 o perusahaan industri yang telsh memilig TUT haik yeng oelsls

22 Persctujuan Prinsip maupun T Persctojuan  Primsip 3

{[}F:m:im‘m Izm Usaha Industri (IUI) bagi jenis indusr mffrd pahasmwa;ﬂ:mmﬂnhthPnhmm. il g
pemberian U] tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip, &
Formulir Sp-] dan mengisi Daftar Isian untuk permistss
dengan menggunakan Formulir Model Sp-Il yang due

(2) Sclambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terfhoey #F < perusahaan industri yang telah memmlki [UT ops melsim Tahep
diterimanya Formulir Model Sp-I, Sp-I1 secara lengkep do™ i “9un Prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dalam
Bupati wajib memberikan [Ul dengan menggunsks F=F ™ perluasan wajib menyampaikan rencana perlussan
Model Sp-VI;
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yide] Sp-VII bagi yang [Ul-nya tanpa melalei Tahap Persetujuan
b o
L Mokl P+IV bagi yang IUI-nya melalui Tahap Persetujuan prinsip.

BAB VII

(TDI)
Pazal 20

oo pendirian perusahasn industn yang mila investasi perusahaan
girdmya sebesar Rp. 5.000.000.- (lma juta repish) sampai dengan Rp.
W 000.000,- {dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tansh dan bangenan
e mizbey wajib mermperoleh Tanda Daftar Industri (TDI):

sheen industri yang telah memperoleh Tanda Daftar Indwerri (TDI),
iy jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung muls  tanggal
f=tvbenya Tanda Dafiar Industi (TDI) wajib mendaftar dalam
=r Perusahasn sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tabun
i emtangy Wajib Dafftar Perusahaan;
mﬂﬂﬂ]ﬂ]ﬂmﬂnhmﬂpﬂmmm Pl e -ulézmninsulschaganmna dimaksued p:dair}"-ﬂ{l]pnsnlmitm:uk
. epenich Tanda Daftar Industni [TDI'] tdak ﬂtptmlklﬂ- Ti'.'l.h'lp
(3) Formulir Model Pm-IV atau Sp-1IT sebagaimans dimakesd e |2 Priosip.
dan zyat (2) pasal ini disjukan langsung oleh perussbaes :
yang bersangkutan kepada Bupati;
(%) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak doess”
Formulr Model Pm-1V atau Sp-111 secara lengkap dam hene == ; .
dengan yang dipersyaratkan, Bupati wajib memberkz # ;;-Am_*{mhnaﬁmlndusuiﬂ'nnmrngmmdm}:@m
perluasan demgan cara menggunakan formulr - #ﬂmw langsung kepada Bupati dengan mengisi Formulir
Pdf 11K, dilampiri copy Kartu Tanda Penduduk dan Surat
“%¢an Tempat Usaha dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 21
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sal
(2) Selambat-lambammya 14 (empat belas) hari kerja sejak diters;, P
permintaan Tanda Daftar Industi (TDI) sebagaimana dimg,
pada avat (1) pasal ini secara benar dan lengkap, Bupay o
wemberikan Tanda Daftar Industr (TDT) dengan WMeDggeg
Formwlir Model Pdf 11-1K

sadap permintaan  Lzin Usaha Industri (IUT) yang diterima dan
E!mj-ﬂﬂ belum memenuhi salah satw kefentoan sehagai berikut ©
, Beham lengkapnya izin yang harus dipenubi oleh  pemohon
schagaimana yang dimaksud Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1),

s Belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup herupa penyusunan
gpaya pengendalian dampak/pencemaran sebaga akhat kegiatn
gsaha  industnn  terhadap  lingkungan  hidup dengan  kewaphan
pemiliki analisis Mengenai Dampak Lmgkungan (AMDAL) atau
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantsuan
Lingkungan (UPL) atau Surat Permyataan Pengelolzan Limgkunpan
(SPPL).

BAB VIII

PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP
PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI MELALUL
TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

¢ Belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkout
keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksmya
lemasuk pengangkutannya sebagaimana dimaksed dalam Pasal 15
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 rentang Wapb Dartar
Perusahaan,

Pasal 22

Terhadap permintasn Izim Usaha Industri (IUD) vang diterime
ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

a Lokasi pabrikfperusahsan tidak sesuai denpan yang temm:

F::m:’tujum A Bupani selambat-lambatnya 14  (empat  belas) han  kema  sejak

derimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wapb memberkan Surat
Peundaan [zin Usaha Industri (IUD disertai alssam-alasan dengan

b. Jenis industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip. nngpunakan Formulir Model Pi-VI:

c. Tidak menyampakan informasi kemajuan pembanguna [
dan sarana produksi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ays (7
kali hemurut-turut.

Terhadap surat penundaan lzin Usaha Industri (IUD sehagamana
ks ayat (1) pasal ini, perusahoan industn yang bersangkutan
e kesemnpatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuly

elaphgp. : 4 AR e T .
d. Twdak memenehn ketentuan peraturan perundang-undangan e s i

Thadap perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan
Bupati selambat-lambatnya 14 {empat  belas) har ke ‘ hugsimana dimuk sud pada ayat (1) pasal ini dalam jangka wakiu yang
ditenmanya Berita Acara Perneriksaan {BAP) wajib :r:t:rrh'l'ﬂ-’f' ukan sebagaimana dinuksud ayat (2) pasal o

penolaken Izin Usaha Industd (IUT) disertai dengan abs™

dengan mengpunakan Formulir Model Pt-V1, T4 wajibh memberikan  surat penolakan  permintaan Lzin Usah

S UL dengan menggunakan Formulir Model Pi=VI,

£
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BALIX Pasal 26
PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAL PERMIN T T hun|1_ P‘“"Hl:l"‘_‘l’ll _L"-IH U.HEI]_L‘I lnd“_’rTﬂ_ yang dikeluarkan okeh
e paik yang inelalul Persetujuan Prinsip moupun yang tanpa

TZIN USAHA INDUSTRI (U TANPA MELALYY il b
gl -I:lilj“ﬂ“ I'lll‘lrl".IFl. |'I'L‘I"I.l.'-:.'l|'|.:m_|'| ineluseei yang hﬂﬁ_mgkutm ,;:JFI-_-,:

PERSETUJUAN PRINSIF pe ukan  permohonan  handing  kepada pejabat sesuai  dengan
"‘:Tur:m p:-nllld-'ttlgg-ur_ldnn#an yang herlaku selambat-lamhatnya 30
Posnl 24 ]frurmlulﬂ' hart kerja sejak diterimanya surat penolakan izin
(g

¢ sehagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib menerima
termyata Jenis mdustrinya ternsisuk dalam bidang usaba yang w0 M5 penalak permohonan banding  secara  termulis  dengan
gl penasiniisy godal, Bupati: selayht-lambakiys 14 tempar pcantumkan alasan-alasan selambat-lambatnya 30 (tga pulub) ban
hari kerja sejak diterimanya perintaan izin wajib memberikag g 11,51: diterimanya permohonan handing.

penolakan Tzin Usaha Industri (IUDY disertai dengan ‘.m"m‘ﬂl:,‘ ]

dengan mengeenakan Formulir Model Sp-VIIL

Terhadap pernuntaan lzin Usaba Industr (JUD yang ditery,

Pasal 27

Pusz] 25 = wan industri yang ditolak permintasn Tzin Usaba Indusert (TUT)-
: : timgkat banding scbagaimana dimaksud Pasal 26 ayar (2) d
(1) Terhadap penmintaan lzin Usoho [ndustri {IU) yang d|!l:‘:ir|-1,.1= gﬁﬂmn?[f;u {sakia TT‘FL!UEI‘??%IUI} 'l‘::nl ayat (1) dapat
termyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Fomy 75
Muodel Sp-I dan Sp-11, Bupati selambat-lambatnya 14 (empst by
hari kerja sejak diterimanya permintaan izin wajib membed,

surat penundaan lzin Usaha Induestri (IUD) disertan dengan e, BAR X
alwsan dengan menggunakan Formulir mode] Sp-VIIL
ENOLAKAN / PENUNDAAN PERMINTAAN TANDA DAFTAR
{2) Terhadap surat penundaan Izin Usaha Indostri (IUD) sebogsmn | INDUSTRI (TDI)
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, perusahaan industi gy
Pasal 28

bersangkutan  diberi kesempatan untuk melengkapi persyra

yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat bels) ke

kerja sejak diterimanya penundaan Izin Usaha industri (IUI, » permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) yang diterima dan
tild jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam isian formulie

melengkapi  persyraz [é digukan Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hani kerja sejak

sehagaimana dimaksud dalam Formulir Model Sp-l dan $ffukannya perbedaan jenis industri tersebut wajib memberikannya Surat

dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksed pif©%a Tanda Daftar  Industri (TDI) disertai dengan alasan-alasan

ayat (2) pasal ini, Bupati wajib memberikan surat pepoile¥0menggunakan Formulir Model Sp-IX.

penuintaan Izin Uszha [Industri (IUI) dengan mengguua

Formulir model Sp-VIIL

{3) Terhadap perusahaan yang (dak
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Pasal 29

BAB XI

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

{1} Terhadap penmintsan Tanda Daftar Industri (TDI) vang ditery,,
dan temyata belum melengkapi isian dan  persyaratan
Formulir Model Pdil-1K, Bupati selambat-lambatnya 14 femgy : i) : _
belas) hari kerja sejak diterimanya permintzan Tanda Dy, ,perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
Industri (TDI), wajib mengeluarkan surat penundaan st
dengan alasan-alasan dengan menggunakan Formulir model Sppy

Pasal 31

3 Melakukan perluasan tanpa zin.

. ) b Belum melaksanakan pendaftaran perusahaan sebagaimana
{2) Terhadap sural. ps:llun-iamj sebagaimana dimaksud pads ayy il dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2).
perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesermpatan yry

melengkapi  isian Fornmlir Model Pdfl-1IK  yang  dis
sclamhat-lamhatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterims,,

surat pemundaan.

¢ Tiuk menyampaikan informosi  mdusti denpan  tengaja
menyampaikan informasi vang tidak benar.
J Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Bupati
(3) Terhadap perusahaan yang tidak dapat memenuli ketepz]  2tau Pejabar,
sehapaimana dimmaksud pada ayat (2) al ini, Bupati v
ipe 2 ¢ Memmbulkan kerusakan dan atau pencemnaran akibat kegiatan usaha

mengeluarkan surat penolakan pemintann Tanda Daftar i & v : |
(TDI) dengan menggunakan Formulir model Sp-TX, mdustrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas waktu
mutu  lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan  peraturan

perundang-undangan vang berlaku
[ Melakukan kegimtan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan
ying ditetapkan dalam Izin Usaha Industri (IUD) atau Tanda Daftar
[ndustri {TDT) yang diperolehnya.

-!’fm_'fa[nan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3
IBga) kali herturut-turut dengan tenggang wakte masing-masimg 1 (sam)
% denngan menggunakan Formulir Model Pi-VII

Pasal 30

(1) Terhadap swrat penolakan permintaan Tanda Daftar Tndustr (77
yang dikeluarkan oleh Bupati  perusahoan  indosti

Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang b

selumhat-lambataya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterm™

surat penolakan permintzan Tanda Daftar Industri (TDI).

%) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini © b
menerima atsu menolak permohonan banding selambat-bai®
30 {tiga puluh) hari sejok diterimanya permohonan banding

Tﬂhﬂﬂp perusahaan industri yang :

B .
Tildk melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan
Magaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2),

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

-35-
IH-

aen imdustri yang bersangkutan tidak melakukan perbatkan
f"m dengan ketentuan  yang berlaku setelah melampaui masa
.J-.:hu:l sehagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

b. Melakukan periuasan yang hasil produksinya untuk s,
pasar ekspor schagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tet,
dipasarkan di dalam negen.

c. Sedang diperiksa dalam sidang B-IHI.I.IIPE:I'ﬁlﬂml‘.m_f'"‘
didakwa melakukan pelanggaran hak atas kekayaan mtelekny
(HAKT) antara lain Hak Cipta, paten dan Merek.

lzin Ussha Industri (TUT) astau Tanda Daftar Industri (TOp
perusahaan yang bersangkutan dibekukan denmgan menggundy
Formulir Model Pi-VIIL

glazn industri yang bersangkutan memprodeksi jenis tidak
i dengan ketentuan SNT wagib,

fepasthaan indusini yang bersangkutan telah dijasuhi hukuman atas
' planggaran HAKI olch Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum

P

feuwsthaan yang  bersangkutan  melanggar  ketentuan peraturan
Ffﬂ'ﬁ]ﬂ]lg'llﬂﬂﬂngﬂﬂ yvang memuat sanksi pencabutan lzin Usaha

(2) Pembekuan Irin Usaha Industri (IUD) atau Tanda Daftar Induss
pebestri {IUL) atau Tanda Daftar Industr (TDT).

(TDI) bagi perusshaan industri sebagaimana dimaksud pada sy
(l}pasﬂhﬁhmdnmbhﬂhkumlmﬁﬁimm]buhn :
scjak dikeluarkannya Penctapan Pembekuan Kegiatan Usdy
Industri

(3) Pembeknan lzin Usaha Industri (TUL} atau Tanda Daftar Indusy
(TDI) bagi perusahasn mdustri sebagaimana dimaksud pads s
(1) buraf ¢ berlaku sampal ada keputusan Peradiln yzy
mempunyai kekuatan hokum tetap.

(4) Apabila dalamn masa pembekusan izin perusahasn mduostm yay
bersangkutan telah melakukan perbatkan-perbaikan sesuai degj
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, izinnya dapat diberlsb
kembali

it [zin Usaha Industri (TUT) ataw Tanda Daftar Industri (TDI)
citan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.

it yang berwenang untuk mencabut [zin Usaha Industri (IUD) atau
‘shy Daftar Industri (TDI) adalah pejabat yang diberi wewenang untuk
vt

whim [z Ussha Industri ataw Tanda Daftar Industni dilakuekan
s menggunakan Formulir Model Pi-1X.

BAB XII
Pasal 33 INFORMASI INDUSTRI
(1) 1zin Usaha Industri ([UI) atau Tanda Daftar Industri dapat dett Pasal 34

apabila :

a lrm Usaha Industri (IUI} atau Tanda Daftar Industn
dikehuarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benst 5
drpalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

e mdusii yang telah memperoleh Tzin Usaha Industri wajib
“Pakan mformasi industri secara berkala kepada Bupati atau
% Yy herwenang memberikan Izin Usaha Industri (IUI) dengan
. 03 kepuda Dinias terkait mengenat kegiatan usahanya menurut
~Shagaj herikut :
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ol Model Pm-I11 untuk pengganti Tzin Usaha Industrd (TUT)

b gl tahap Persetujuan Prinsip dan Formulir Model Sp-1T untuk
wumau Incustri ([UT) tanpa Persetujuan Prinsip.

a Untuk & (enam) bulan pertana tabuan yang bersang,
selambat-lambatnya  setiap  tanggal 31 Juli g
menggunakan Formulir Model Poo-Vountuk informas g,
melalui Tahap Persctujuan Prinsip atau Sp-1V untuk infy

industr tanpa melalui Tahap Perserujuan Privfsip, serta; , fornmifir Model PAEI-TK untuk pengganti Tanda Daftar Industri

|TE||J
b Usaha kurun waktu 1 (satn) tahun selanbat-lambatnyg o
tanggal 31 Januari pada tabun berikutnya dengan mengpun,,
Fornulir Model Pm-V1 untuk  industri  melalu
Persetujuan Prinsip atou Sp-V untuk infonmasi tanpa me
Tahap Persetujuan Prinsip.

il permohonan penggantian Izin Usaha Industr atau Tanda Daftar

i yang telah rusak atan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat
!!'F'l“] ini dilumpiri dengan surat asli [zin Usaha Industri (TUT) atau
tplt Daftar Industri (TDI) atau keterangan dari Kepolisian yang
qenagkan hilangnya Izin Usaha Industr (TUT) atau Tanda Daftar

{2) Perusahasn yanp telah memperoleh Tanda Daftar Industn ksl (TDI) tersebut.

wajib menvampatkan informasi  industn kep;}da Bl.lpﬂti
Pejohat yang mengeluarkan Tanda Daftar Industri (TDI) sy
tahun  selambat-lambatnya  tanggal 31 Januwan  paxda
beribkutmya, mengiunakan Formulir Mode] Pdf TH-TE.

yabet-lumbatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan
,q;ﬂlan lzin Usaha Industri (TUT) atan Tanda Dafiar Industri {TDI}

(3} Semua jenis industi dalam kelompok industn kecil s
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikecualikan dan kewy
menyarmnpaikan mformasi industri,

T sehagai pengganti Izin Usaha Industri (TUT) atau Tanda Daftar
a4 {TDI) yang hilang atau yang rusak dengan menggunakan ;

i ommulir Model Pi-IITA untuk Izin Usaha Industrhd (TUT) melalui
Tihap Persetujuan Prinsip.

BAB XIII
tfmlr Model Sp-VIA untuk pengganti tanpa melalui tahap
KETENTUAN LAIN-LAIN Pesetujuan Prinsip
Pasal 35

Fermlir Model PAfII-IK untuk pengganti Tanda Daftar Industri

(1) Apahila Tzin Usaha Industri (IUD atau Tanda Daftar Indest| I:mﬂll

yang dimiliki oleh perusahaan hilang atau rusak tidak 1
perusahaan industri  yang  bersangkutan dapar  mengs
permohonan penggantian Izin Usaha Industr (IUT) otau
Daftar Industri (TDI) tersebut kepada pejabur yang b
mengeluarkan [zin Usaba Industri (1UD) atau Tanda Dafiar
(TDI) berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan mengguedh®

Pasal 36

I
" fnysrrg (IUI), izin perluasan atau Tanda Daftar [ndustn (TDI)
in berdasarkan peraturan Daerah imi, tidak berlaku bagi
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tempat penyimpantn yang berada dalam kompleks usaha indust; " Psal 30

hersangkutan yang digunakan untuk menyimpan barang perdagang,,
o dengan Tzin Usaha Tndustri (IUD) atau Tanda Dafiar Industry

o yang diperolelinga perusabiaan industri wajib :

Pasal 37 : Vielaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya

. o T g 2 ; jum serta pencegahan timbulnya kerusakan dan  pencemaran

(N F:rm::ﬂa.lun lokasi ndustri wa)ib memiliki persetujuan tertulis g} tadap linghungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan

Bupati ngan melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atay

Perns ) ; T Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upava Pemantauan

@ K "Pﬁﬁﬂl:: pm%tmﬁumj nl:aFtE &:ugHMdml;:;:ﬂ nk.:::a J“kF i ]h’]&“’il Ligkungan (UPL) dan Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan
Po-VIL "S| (sPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.

(3) Selambat-lambatnya ‘ld- {empat belas) hari kerja Bupat wii Melaksanakan wpaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan
memberikan persetujuan tertulis dengan menggunaken Fomg] bt hehan haku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya
Model Pi- X dan berlaku sebagai persetujuan [ tempat yang barg | womasuk penganghutannya dan keselamatan kerja

Pasal 40
Pasal 38

el Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan peraturan ini
xhazaimana tercantum dalarm Lampiran Peraturan Daserah ini.

(1) Perusahaan mdustri yang telah mendapatkan Iz Usaba lnd
Perluasan atau Tanda Daftar Industri yang melakukan perehets
nama, alamat dan atau pepanggung jawab perusahoan, g

memberitabukan secara tertulis kepada Bupati selarnbat-lambetr Pusal 41
30 (fga pu) hari kera scjak terjadinya peruhah e
penetapan perubahan dari instansi yang hem'ﬂll_ﬂﬂg- Flitsanaan pemberian Izin Usaha Industri (TUD), izin perluasan Tanda

Difier Industri (TDI) dikenakan biaya asdrmimstrasi dalam bentuk
(2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterime!§ *ibasi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
pemberitahuan perubshan dari perusahaan industri sehagains
dmaksud ayat (1) pasal ini Bupati wajib mengeluts B-‘!l‘ﬁsehﬂguinmnn dimaksud pada ayat (1) pasal mi meliputi :
persefujuan atas permintaan perubahan dengan mengguety .
Fomulir Model Pi-V dan perubahan tersebut merupakan | ' Bty Pemeriksaan Perusahaan

yug tidak terpisahkan dari lzin Usaha Industd (IUD. #jy o :
Perluasan atau Tanda Daftar Industri (TDI). l2ya Pencetakan blanko dan formulir

: Biaya pelaporan,
Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

30 -

{3) Besamya biaya sehagaimana dimaksud pada ayat (1) Pang
dulm.,&rk.m |ud:| kritena milad investast tedak termesuk tamg, Py,

hangunan tempat usaha sehagai benkut : -3

a  Tamwda Dafiar Industn dan Izin Perluasan

1} Tnvestas Rp.  5.000.000.-

sampai dtrﬁ
Rp. 50.0000000.- sebesar Rp. 25.000,-

2). Investasi Ji  atas  Rp. 50.000.000.- SATP den

- M-
Pasal 42

opati atau Pejabat yang diberi wewenang untuk pemberian [zin
# sem (1UT) dan Tanda Daftar Industri (TDI) berhalangan lebih dari
/ r% wart kerja, Bupati atau Pejabat yang hersangkutan wajib menunjuk
F'ff"l"“ setingknt lebih rendah yang bertindak atas nama Bupati atau
}ﬂ_; memberi Izin Usaha Industri (TUT) dan atau Tanda Daftar

i .ITE"”-

=

Rp. 100.000.000,- sebesar Rp. 40.000.- BAB X1V
3). Ionvestasi di atas Rpo 100.000.000.- sarrpai ﬁ'll'. NTUAN PIDANA
R[!I. zm.m.m.' sehesar Rp- Gﬂ.ﬂﬂﬂr PﬂEﬂJd-j-
h. Bzin Usaha Industri Jan lzin Perluasan l;mhm yang tidak melaksanakan kewsajiban sehingpa merugikan
[:I;rm:h diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
1). Investasi di atas Rp. 200.000.000,- sampai dey | = 0% PI0E banyak Rp 1.500.000,- (satu juta fma ratus riby
Rp. 500.000.000- sebesar Rp. 100.000,- repiat)
§ mndak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

2). Investasi  Ji atas Rp. 500.000.000.- sampai dengs
Ep. 1.000.0KL000,- sebesar Rp, 150.000.-

{4) Biaya schagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal i selonibog
disetor ke Kas Dacrah '

(3) Biaya pemungutan sehesar 5 % dan biaya bisays opersi
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yo
berlaku.

(6) Tata cara pemhayarun, penyetoran dan tempat pembhayis
“ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIIMEAN
Pasal 44

Fjahat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
2 wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
®k pidana di bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam
Llltlg Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Ittﬂnmgg:m;.-idib: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
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penyidik schagaimana  dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
Jmul.’l-il:lj'ﬂ penyidikan dan menyampaikan hasil pen}ridikmﬁ kepada
penuntult WTAITI sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
pnpdang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

menerima, mencar, mengumpulkan dan meneliti keterg, x
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di
Perindustrian agar keterangan atau laporan tersebut meg,,
lengkap an jelas;

. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengena Oty
pribadi atau hadan temtang  kebenaran perbuatan
dilakukan sehobungan  dengan  tindak pidana di M:“l
Permdustrian:

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

. meminta keterangan dan hahan bukti dari orang pribadi a,,
bodan  sehubungan  dengan  tindak  pidana  di lady,
Permdustrian;

Pazal 45

jPersetujuan  Prinsip yang telah diperoleh penvsahasn industri sebelum
Peraturan. Daerah ini berlaku dapat langsung mengajukan Tz Usaha
Indestri  kepada Bupati dengan melampirkan Persetujuan Prinsip
[ersebut.

memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen by
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penndustrian,

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan byl
pembukuan, pencatatan dan dokwmen-dokumen lain, sem
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

rin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Tanda Dafiar Industrn
(TDON) yang diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib
celikukan pendaftaran ulang (her repgistrasi) selambat-lambatnya |
jmm) tahun sejak Peraturan Draerah ind berlako.,

. meminia banfuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidis
pidana di bidang Perindustrian;

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

. menyuruh berhents, melarang seseorang meninggalkan rurgs
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung e
memeniksa identitas orang dan atau dokumen yang dibar
sebagaj dimaksud pada huruf c:

SRS P . Pasal 46
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dieris
sehagai tersangka atau saksi; '

trenghentikan penyidikan:

hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
aannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
melakukan tindaken lain  yang  perlu  untuk  kelmer®

penyidikan tindak pidana di bidang Perindustrian mee®
hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 47

Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan,

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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.35.
Apar  setiap  omng  dapat  mengetahuinya, INEINETing
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanmys :t* JELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
Lembaran Daerah Kabupaten Brebes, d 2
NOMOR : 12 TAHUN 2001
Datetapkan di - : Brebes TENTANG

ada al 2
R s o IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN

BUPATI BEREBES TANDA DAFTAR INDUSTRI

Cap,
Trd,

H. MOH. TADJUDIN Nugyyy | PEVELASAN UMUM

Pembangunan di bidang Industri di Daerah diarahkan dalam rangka

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH otk i Ay i g ARoat e ke sk
KABUPATEN BREBES pempatan  kerja dan usaha seluas-luasnya melalui keunggulan
TWEMI B s ompetitif yang berbasis pada keunggulan Sumber Daya Alam dan
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH | s Vst g It iion dn prodiiis
KABUPATEN BREBES
FADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2001 Stulan dengan pelaksanaan Otopomi Daerah untuk moksed tersebut di
SEKRETARIS DAERAH 4, maka diperlukan peraturan yang secara jelas sebagai pedoman
n pepgaturan bagi upaya pembinaan, pengembangan dan
Cap piyekngraraan kegiatan usaha industri di Daerah
ted.
& R = Meblsi Peraturan Daerah ini pembangunan wsaha Industri dapat
NIP 500033645 "lju klim usaha yang seimbang dengan keselarasan dan kelestarian

Tkuigan hidup secara lebih efisien dan mandir,

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

